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ABSTRAK:

CATATAN:

bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 Ayat (6) UU Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 1950; UU Nomor 17
Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 11 Tahun 2023;

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang penjabaran perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Wali Kota

Ketentuan pada pasal 1; Dalam Peraturan Daerah, Ketentuan pada pasal 2;
APBD Tahun Anggaran 2023, Ketentuan pada pasal 3; Anggaran Pendapatan
Daerah, Ketentuan pada pasal 4; Pendapatan asli daerah, Ketentuan pada
pasal 5; Anggaran Belanja Daerah, Ketentuan pada pasal 6; Belanja Operasi,
Ketentuan pada pasal 7; Anggaran Pembiayaan Daerah, Ketentuan pada pasal
8; Penerimaan pembiayaan, Ketentuan pada pasal 9; alam keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak, Ketentuan pada pasal 10; Ketentuan lebih
lanjut mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Ketentuan pada
pasal 11; Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Wali Kota, Ketentuan pada pasal 12;
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Magelang pada tanggal 9 Oktober 2023.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 9
Oktober 2023 Nomor 8. (Lembar Daerah No. 6 No. Reg Perda Kota Magelang
Provinsi Jawa Tengah: 8-241/2023).



